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ABSTRAK :

CATATAN :

Berdasarkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan
pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas serta untuk melaksanakan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah
Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan
Perorangan Dinas kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai
Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia Tanpa melalui Lelang.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166,
TLN No. 4916), PP 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92, TLN No.5533)
sebagaimana telah diubah dengan PP 28 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.142, TLN
No0.6523), PP 84 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.305, TLN No0.5610) sebagaimana
telah diubah dengan PP 20 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.127, TLN No.6797),
Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021
(BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135
Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai tata cara penjualan BMN
berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang berada pada Pengguna Barang kepada
Pejabat Negara, mantan Pejabat Negara, Pegawai ASN, Prajurit TNI, atau Anggota
POLRI, dapat dilakukan tanpa melalui lelang, yang mencakup pula penjualan
kepada wakil menteri dengan mengikuti ketentuan penjualan kepada Pejabat
Negara atau mantan Pejabat Negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 14/PMK.06/2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak Peraturan Menteri ini
diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2024 dan diundangkan
pada tanggal 18 Oktober 2024.

Lampiran hal 31-42.



